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SISTEM PEMERINTAHAN RI MENURUT UUD NRI 1945 

• Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun 

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 

yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan 

Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk republik. 

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa 

BENTUK NEGARA INDONESIA ADALAH KESATUAN, 

SEDANGKAN BENTUK PEMERINTAHANNYA ADALAH 

REPUBLIK. 

 

• Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk 

pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan 

sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan 

pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, 

sistem pemerintahan di Indonesia menganut SISTEM 

PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL. 

 

SISTEM 

PEMERINTAHAN 

Adalah suatu kumpulan atau himpunan dari 

unsur, komponen, atau 

variabel yang terorganisasi, saling 

berinteraksi, saling tergantung satu sama lain 

dan terpadu, dimana salah satu unsur rusak 

maka akan mempengaruhi unsur lainnya.    

Kegiatan, Aktifitas, & Perbuatan memerintah yang 

dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai 

tujuan penyelenggaraan negara. 

“Tata hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga 
negara yang saling terkait dan berkesinambungan 
dalam satu kesatuan dalam rangka terwujudnya 

penyelenggaraan negara” 

Sistem Pemerintahan 

Adalah… 



Secara Etimologis, 
Pemerintahan berasal dari kata 

“Pemerintah”. Adapun 
Pemerintah berasal dari kata 

“Perintah”. 

 

Pemerintah :  Merujuk Pada 
Organ (Badan & Lembaga) / 
Alat Perlengkapan Negara 

 

Pemerintahan : Merujuk Pada 
Bidang Tugas / Fungsi 







  



MENGAPA PERLU ADA PEMERINTAH? 

Untuk… 

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…. Dst”. 

 Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945 

Indonesia… 

Kesimpulan: 
 

“Pemerintah RI dibentuk 

untuk melindungi (Law and 

Order) dan mensejahterakan 

rakyat (Welfare)” 



BAGAIMANA TERBENTUKNYA NEGARA / PEMERINTAH? 

“Teori Kontrak Sosial”  

Atau 
“Teori Perjanjian Masyarakat” 

• Negara / Pemerintah dibentuk oleh kontrak sosial antar 
manusia di tngh masy, dgn fungsi mengatur, mengelola, & 
menselaraskan kepentingan antar manusia. 

• Artinya, negara / pemerintah dibentuk oleh warga negara / 
manusia utk memberikn jaminan keamanan (security) & 
kesejahteraan (prosperity) masy. 

• Manusia selalu mengejar kepentingan individu masing2. 

• Terjadi “conflict of interest” antar manusia, yg mengarah 

pada anarki. 

• Manusia di tngh masy kemudian bersepakat / berjanji 

utk membentuk organisasi yg bernama “negara / 

pemerintah” 





• Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda / beragam 

/ plural / majemuk, tergantung kesepakatan di internal masing-masing 

negara. 

• Bahkan, ada negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat 

campuran / modifikasi / gabungan dari beberapa sistem pemerintahan di 

dunia. 

Sistem Pemerintahan 

 

1. Presidensial 

2. Parlementer  

3. Quasi /  Semi / Campuran 

Bentuk Pemerintahan  

DINAMIKA NEGARA & PEMERINTAHAN 



DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN RI 

No Kurun Waktu Sistem Pemerintahan 

1 1945 – 1949 

2 1949 – 1950  

3 1950 – 1959  

4 1959 – 1966  

5 1966 – 1998  

 

6 1998 - Sekarang 
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1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. 
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan 

yang tidak terbatas). 
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan MPR yg di representasikan dalam majelis 

permusyawaratan rakyat. 
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan 

pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden. 
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan 

rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara. 
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan mentri Negara. 

Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
7. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 
8. Presiden Adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. 



Berdasarkan Undang Undang Dasar NRI 1945, Terdapat 

Lembaga Negara Atau Pemerintahan, Yaitu : 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ); 

2. Presdien; 

3. Wakil Presiden; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ); 

5. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) ; 

6. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ); 

7. Mahkamah Agung ( MA );  

8. Mahkamah Konstitusi ( MK ),  

9. Komisi Yudisial ( KY ); 

10.Menteri dan Kementriaan Negara; 

11.Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ); 

12.Duta dan Konsul; 

13.Bank Sentral; 

15. Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) ; 

16. Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

17. Komisi Pemilihan  Pemilu ( KPU ) ; 

18. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten 

dan Kota; 

19. Gubernur,  Bupati dan Walikota; 

20. DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ; 

21. Lembaga lain yang berkenaan dengan  

      kekuasaan kehakiman yang tidak secara 

ekspilsit disebut dalam UUD 1945 adalah: 

      a. Kejaksaan Agung; 

      b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 

      c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana      

          Korupsi (KPK); 

      Dsb ..... Sampai pemerintahan desa  



Pembagian kekuasaan secara 

horisontal adalah pembagian 

kekuasaan menurut fungsi lembaga-

lembaga tertentu (legislatif, 

eksekutif, yudikatif, ditambah 

konstitutif, eksaminatif, moneter).  

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah 

pembagian kekuasaan berdasarkan 

tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan 

antara beberapa tingkatan pemerintahan 

(pusat, propinsi, kab/kota) 
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Pemerintahan TNI / TNI AD 



PEMERINTAHAN DAERAH 

NKRI 
Daerah 

Propinsi 

Daerah 

Kabupaten 

Daerah  

Kota 

No Daerah Jumlah 

1 Propinsi 34 

2 Kabupaten 416 

3 Kota 98 

Jumlah Kab/Kota 

514 

(Data Per 31 Des 2021) 

• Jawa Timur menjadi provinsi dengan kabupaten/kota 

terbanyak, Yakni: 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 

kabupaten dan 9 Kota. 

• Yogyakarta dan Kalimantan Utara menjadi provinsi 

dengan jumlah kabupaten/kota paling sedikit, yakni: 5 

Kab / Kota. 
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MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KDH 
•

•

•

Selama ini, LPPD kepada 

Pemerintah Pusat bersifat 

“Administratif”. 

 

Demikian Pula, ILPPD kepada 

Masyarakat bersifat “Informatif”. 

 

Sedangkan LKPJ kepada DPRD 

bersifat “Politis” & “Hot”  

sehingga KDH lebih banyak 

memprioritaskan LKPJ. 
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OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 

No Dampak Positif Dampak Negatif 

1 Mengurangi bertumpuknya 

pekerjaan di Pempus 

Terjadi Persaingan Tidak Sehat 

Antar Daerah 

2 Rentang kendali pelayanan 

publik yg cepat & efisien 

Terjadi Mis Komunikasi Antara 

Pemda & Pempus 

3 Mendorong inovasi & kreasi 

daerah dlm mensejahterakan 

masy 

Menguatnya Ego “Kedaerahan” & 

Salah memahami “Putra Daerah” 

4 Daerah lebih bertanggung 

jawab dlm mengelola daerah 

Menguatnya Korupsi Di Daerah 

(“Desentralisasi Korupsi”) 

5 Menghapus arogansi Pusat 

dalam membuat kebijakan 

daerah 

Berpotensi dapat Memecahkan 

diri dan Memisahkan diri dari 

NKRI 

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Psl 1 Ayat (6) 

UU No. 23 Thn 2014). 

“
 



“Jika IKN Pindah Ke PPU, Maka Status DKI 

Jakarta bukan lagi sebagai IKN”. 

OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA 

No Daerah Payung Hukum 

1 DKI Jakarta UU No 29 Tahun 2007 Tentang 

Pemerintahan Propinsi DKI Sebagai IKN 

NKRI 

2 DIY UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang 

Perubahan UU No. 3 dan No. 19 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Yogyakarta & UU No 13 Tahun 

2012. 

3 Daerah Istimewa NAD UU No 11 Tahun 2006 Tentang 

Pemerintahan Aceh 

4 Papua & Papua Barat UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otsus 

Bagi Propinsi Papua 

“Pemerintah Indonesia memberikan status Otsus ke 4 Daerah 

Ini sebagai “penghormatan” & “Kekhasan” Tertentu agar 

supaya tetap dalam bingkai NKRI” 

 

“Di negara lain, praktek Otsus juga diberikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan tertentu & alasan tertentu, sesuai 

dengan dinamika di setiap negara” 



Dampak Otda & Otsus, Banyak Perda Yg Tdk 
Sesuai dengan Kaidah Penyusunan Peraturan 

Per UU an. Karena Itu, Kemendagri 
Membatalkan 3.143 Perda.  

Rincian… 

No Jenis Jmlh 

1 Perda Inkonsisten 957 

2 Perda Intoleransi 53 

3 Perda Diskriminatif 62 

4 Perda Cacat Prosedur 1.925 

5 Perda Berbau SARA 146 

“TNI / Polri Perlu Mewaspadai Perda 

Intoleransi, Diskrinaif, Berbau SARA krn 

Meningkatkan Radikalisme, 

Fundamentalisme & Separatisme” 



Estimasi Pertambahan Propinsi Berdasarkan Berbagai Formulasi  

Usulan Pemekaran Propinsi Berdasarkan Aspirasi Masy & Kemendagri 

Pola Penataan Daerah 

“Sumber : Partnership of Governance Reform Indonesia (PGRI) Tahun 2011” 

“Potensi Konflik Pemekaran Wilayah Harus 

Diantisipasi Oleh TNI/Polri” 



PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN 

No Desa Kelurahan 

1 Dipimpin Oleh Kepala Desa / Kades Dipimpin Oleh Lurah 

2 Dipilih Oleh Rakyat Melalui Pilkades Diangkat Oleh Bupati / Walikota 

3 Kades Bukan PNS Lurah Adalah PNS 

4 Terdapat BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa) 

Terdapat Dewan Kelurahan 

5 Jumlah Penduduk Lebih Sedikit & 

Penguasaan Teknologi Masih Sederhana 

Jumlh Penduduk Lebih Banyak & 

Masyarakatnya Relatif Maju / Lebih Melek 

Teknologi 
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Konflik Pilkades Di 

Indonesia 

No Tahun  Jumlah 

1 2018 635 

2 2019 791 

3 2020 946 

4 2021 973 

Potensi Konflik 

Pemalsuan Ijazah / Dokumen 

Persyaratan Adm 

Money Politics / Politik Uang 

Hoax / Isu SARA / Hate Speech 

Panitia Pilkades Tidak Netral 

Provokasi Tim Sukses 

Manipulasi Penghitungan Suara 

Penolakan Hasil Pilkades 

Pilkades Rawan Konflik & Kekerasan Di 

Tingkat Akar Rumput (Grass Root). 

 

Para KDH, Pimpinan Parpol, & Anggota 

DPRD Berkepentingan dgn Kades 

Terpilih Utk Mendulang Suara Dalam 

Pilpres, Pileg, Pilkada. 

 

Kades memiliki posisi strategis dalam 

mobilisasi suara krn dianggap panutan, 

role model, yg akan diikuti ucapan & 

tindakannya oleh Masyarakat. 

 

Hal inilah yg membuat Pilkades berjalan 

“Panas”, diwarnai “intrik politik” & 

“intervensi” kekuatan tertentu, dgn biaya 

yang bisa mencapai milyaran rupiah. 

 

“TNI / Polri Perlu Mencermati 

Perkembangan Pilkades” 
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Pemerintah menetapkan anggaran dana desa sebesar 

Rp 68 triliun untuk sekitar 74.000 desa pada dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. 

 

Pada Tahun 2018, Presiden Jokowi Minta Babinsa & 

Bhabinkamtibmas Utk Ikut Mengawasi & Mengawal 

Penyaluran, Penggunaan, & Pengelolaan Dana Desa Yg 

Rawan Korupsi. 

“TNI/Polri Perlu Mengawal Pelaksanaan Dana Desa” 



Jenis Kegiatan Yg Hrs Dibiayai Ca KDH Dalam Pilkada 

No Jenis Kegiatan 

1 “Rental” Parpol / “Mahar Politik” 

2 Pembentukan Tim Sukses & Sekretariat 

3 Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) 

4 Pengadaan Kaos & Atribut Lainnya 

5 Sosialisasi Ke Masyarakat (Desa, Kelurahan, Kecamatan)  

6 Kampanye Rapat Umum, Rapat Terbatas, “Blusukan” 

7 Pembiayaan Saksi di Tiap TPS 

8 Politik Uang / Money Politics / “Serangan Fajar”. 

9 Pembiayaan Ormas  / OKP “Underbow” , Pendukung,  

Simpatisan, & Relawan. 

Biaya ini terkategorikan biaya “pribadi” /  biaya “tidak 

resmi” yg hrs dikeluarkan oleh Calon KDH. 
 

Adapun biaya penyelenggaraan resmi Pilkada didukung 

oleh APBN & APBD Prop & Kab/Kota, yg jumlahnya juga 

puluhan Milyar (Pilkada Kab/Kota) & ratusan Milyar 

(Pilkada Propinsi). 



• Ilustrasi “Biaya Saksi” Dalam Pilkada Tkt Propinsi, Utk Menunjukan 

Mahalnya Biaya Dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres. 

• Ini Baru Biaya Saksi, belum “mahar politik”, tim sukses, biaya 

kampanye, logistik, iklan, dll. 



Elektabilitas 

Popularitas Kapabilitas Materialitas 

Diplesetkan  Mnjd : 

“ISI TAS” 

“Uang Bukan Segala-
galanya, Tapi Segala-
Galanya Perlu Uang” 

“Logika Tanpa Logistik 
Mustahil” 
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Pemilihan Serentak 2024 

Pilpres Pileg Pilkada 

14 Feb 2024 14 Feb 2024 27 Nov 2024 

UU No 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu 

UU No 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu 

 

UU No 10 Tahun 2016 

Tentang Pilkada 

Potensi Kerawanan Pemilu Serentak 2024 

No Jenis Kerawanan 

1 Konflik Internal Partai Politik 

2 Konflik Antar Pendukung, Simpatisan & Massa Parpol 

3 Konflik Antar Pendukung, Simpatisan & Massa Caleg, 

Capres, Ca KDH 

4 Mobilisasi Dukungan Suara di Tingkat Akar Rumput 

5 Provokasi, Hoax, Hate Speech, Berbau SARA 

6 Manipulasi Surat Suara, Money Politics, Konflik Antar Tim 

Sukses 

7 Pengerahan Massa Tidak Puas & Penolakan Hasil Pemilihan 

Serentak, dll 

“Semua Potensi Kerawanan Tersebut harus diprediksi, 

diantisipasi & dicegah oleh TNI/Polri” “JANGAN SAMPAI “PESTA DEMOKRASI” INI MENGANCAM PERPECAHAN” 



SEJARAH PILPRES TIDAK LANGSUNG 

Orde  

Reformasi 

 

 

Orde  

Baru 

 

 

Orde  

Lama 

 

 



SEJARAH PILPRES SCR LANGSUNG 

Pilpres 2004 Pilpres 2009 Pilpres 2014 Pilpres 2019 



•

•





Scott Mainwaring (1992) menyatakan :  

“Negara-negara presidensial multipartai tak akan berjalan baik 

(immobilism) karena pemerintahan sangat sulit berkebijakan 

dengan keadaan parlemen tak kondusif, berisik, & gaduh” 

William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik Ohio State University, AS, 

dalam catatannya pada buku "Presidensialisme Setengah Hati“, 

mengatakan : 

“Di negara-negara demokratis, sistem presidensial yang disertai 

banyak partai di parlemen akan berpotensi menimbulkan 

ketidakstabilan yang berbahaya, Kalaupun Dibangun Koalisi maka 

Koalisinya pragmatis & temporer, bukan Koalisi Ideologis & 

permanen"  



Dalam sistem presidensial, dukungan parlemen kepada presiden sangat 

berpengaruh di dalam proses pembuatan undang-undang & pelaksanaan 

kebijakan serta program – program pemerintah. 

“Semakin besar dukungan parlemen kepada presiden, maka 

implementasi kebijakan publik oleh pemerintah akan semakin 

efektif”.  

 

“Sebaliknya, semakin kecil dukungan parlemen, maka efektifitas 

pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan 

akan semakin berkurang”. 



No Tahun Pertumbuhan Ekonomi 

1 2017 5,07 % 

2 2018 5.17 % 

3 2019 5,02 % 

4 2020 - 2,07 % 

5 2021 3,69 % 

6 2022 5,01 % (Kuartal 1) 

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 

Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

Kluster Kesehatan Kluster Perlinsos Kluster Ekonomi 

No Tahun Rencana Realisasi Presentase 

1 2020 695,2 T 575,85 T 82,83 % 

2 2021 744, 7 T 658,6 T 88,4 % 

3 2022 455, 6 T - - 

Alokasi Dana PEN 2020-2022 

Program & Keg PEN 

Penanganan Kesehatan Perlindungan Sos Masy Penguatan Ekonomi 

• Keg Vaksinasi Covid 19 
• Perawatan Pasien Covid 19 
• Insentif Nakes 
• Penguatan RS Covid 19 
• Sosialisasi Prokes, Dll 

• Bansos (Bantuan Sosial) 
• BLT (Bantuan Langsung 

Tunai) Desa 
• Bantuan PKH, JKP, Insentif 

Pajak, Dll 

• Program Padat Karya 
• Promosi Parisiwisata 
• Penguatan Ekonomi Kreatif 
• Duk Ketahanan Pangan 
• Duk UMKM / Koperasi, Dll 

“Peran TNI / Polri Membantu Pemerintah Dalam Akselerasi Program PEN ” 

Diperlukan 

 
 

Dasar Hukum Satkowil Membantu Pemda 

• UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI (Pasal 7 angka 9, 10, 12) 
• UU No 23 Tahun 2019 Tentang PSDN 
• Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-
19. 

• Kepres No 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid 19 

• Perpres No 82 Tahun 2020 Tentang KPC & PEN (Kasad & Wakapolri Sbg 
Waket I & II) 

Dilakukan KKL Wilhan Seskoad Dikreg 62 TA 2022 

“Optimalisasi Peran Satkowil Membantu Pemda Dlm Percepatan 
Pembangunan Guna Peningkatan Ekonomi Nasional Di Wilayah 

Kodam III/Slw 
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